





A. Latar Belakang Masalah 
Latar belakang Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini disebabkan kondisi 
pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara dewasa ini dirasa belum 
memuaskan masyarakat, sebagai contoh dalam hal memberikan pelayanan tidak cepat 
namun terjadi prosedur yang berbelit-belit, adanya diskriminasi pelayanan, kalau 
masyarakat yang bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat dilayani, akan 
tetapi kalau masyarakat biasa (miskin) lama pelayanannya, biaya tidak 
transparan,disebutkan pelayanan kesehatan itu gratis namun dalam kenyataannya 
masyarakat masih harus membayar, dan membayarnyapun tidak ada standarnya, adanya 
budaya kerja aparatur yang belum baik, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa 
kalau sudah jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kerja tidak kerja gajinya sama, waktu 
penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak jelas, banyaknya praktek pungutan liar, 
ini yang sampai saat ini masih susah di tanggulangi. Kondisi tersebut memberikan citra 
negatif terhadap penyelenggara pelayanan di mata masyarakat dalam hal ini 
Pemerintahan Daerah. Seperti kita ketahui, ada tiga jenis lembaga di pemerintah daerah 
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. (1) Public goods, yaitu pelayanan 
yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang operasionalnya 
seluruhnya dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non profit); (2) Quasi 
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Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD 
dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata 
mencari keuntungan (not for profit); dan (3) Private Goods, yaitu lembaga milik 
pemerintah daerah yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan 
(seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan bersifat mencari keuntungan (profit oriented). 
Konsep pendanaan ke depan bagi perangkat daerah yang bersifat quasi public goods, 
adalah lembaga tersebut diberi kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya 
yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat laun pendanaan yang 
bersumber dari APBD presentasenya semakin dikurangi. Sehingga diharapkan 
dikemudian hari bisa mandiri. Alokasi anggaran berasal dari APBD yang selama ini 
dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah tersebut dialihkan untuk membiayai 
perangkat daerah yang bersifat public goods, misal untuk pembangunan sekolahan, 
menambah kesejahteraan guru (kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa), 
membangun jalan, irigasi (kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat). 
Sehingga ke depan APBD hanya fokus untuk digunakan pada pelayanan masyarakat 
yang bersifat  public goods. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? 
Salah satunya adalah dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (PPK-BLUD) pada perangkat daerah yang secara operasional 
memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Esensi dari BLUD adalah 
peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa BLUD adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
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Makna dari pengertian ini adalah: (1) BLUD merupakan perangkat daerah, mempunyai 
pengertian bahwa BLUD asetnya merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) 
Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah 
SKPD (sebagai Pengguna Anggaran) atau Unit Kerja pada SKPD (sebagai Kuasa 
Pengguna Anggaran); (3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 
mempunyai pengertian bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberi pelayanan 
langsung kepada masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan; dan (4) 
Kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, mempunyai arti bahwa 
BLUD dterapkan dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada 
masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BLUD masuk dalam 
perangkat pemerintah daerah yang bersifat quasi public goods. Selanjutnya, dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bahwa BLUD merupakan 
Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan 
diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dari 
pengertian tersebut, SKPD atau Unit Kerja dapat disebut BLUD kalau SKPD atau Unit 
Kerja sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Hal ini 
untuk menepis adanya pemahaman bahwa BLUD merupakan suatu “kelembagaan”, 
padahal hanya merupakan Pola Pengelolaan Keuangan saja. Untuk itu, kalau mau 
menerapkan PPK-BLUD “lembaganya harus ada terlebih dahulu”. Pengaturan 
kelembagaan di daerah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan 
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
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Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang  
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.  
Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Surakarta membentuk 
unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ( PPK- BLUD) salah 
satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang merupakan Rumah 
Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta yang terletak di 
Jalan Lettu Sumarto Nomor 1, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari,Kota 
Surakarta. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta telah menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan BLUD ( PPK- BLUD) sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan 
Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta. BLUD RSUD Kota 
Surakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum milik Pemerintah Daerah yang 
merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan 
yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris 
Secara umum kinerja pelayanan RSUD Kota Surakarta berkaitan dengan fungsi 
perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
dan pengobatan umum serta pelayanan rujukan sesuai dengan kebijakan teknis, 
pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan rumah 
sakit umum daerah, Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Sarana, Prasarana dan 
Logistik, Keuangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  
Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi 
kebijakan dan program pembangunan bidang kesehatan guna mewujudkan Visi RSUD 
Kota Surakarta yaitu : “Menjadi Rumah Sakit Kebanggaan Kota Surakarta Dengan 




Indikator Kinerja RSUD Kota Surakarta 
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hari 2,90 3,34 3,84 3,76 3,78 3,80 3,82 3,82 
2 2. BOR 
(Bed 
Occupanc






% 58,64 55,71 52,92 50,28 47,76 45,37 83,45 83,45 







kali 7,41 7,34 6,97 6,62 6,29 5,98 43,11 43,11 




% 18,35 20,35 22,35 23,85 25,35 26,35 27,35 27,35 
( Sumber : Data dari Renstra RSUD 2016- 2021 ) 
Indikator kinerja RSUD Kota Surakarta dalam Rencana Strategis ini mengacu 
pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah. 
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar 
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 
minimal. 
Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit 
adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah 
sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan 




Tujuan ditetapkannya SPM bidang rumah sakit adalah : 
a. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan 
rumah sakit yang bermutu dan terjangkau; 
b. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar 
berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas 
masyarakat; 
c. Telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar 
sesuai dengan tuntutan masyarakat di wilayah cakupannya. 
Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Kota Surakarta 
meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis 
pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang  meliputi : 
a. Pelayanan gawat darurat; 
b. Pelayanan rawat jalan;  
c. Pelayanan rawat inap;  
d. Pelayanan bedah sentral; 
e. Pelayanan persalinan; 
f. Pelayanan intensif; 
g. Pelayanan radiologi; 
h. Pelayanan laboratorium patologi klinik; 
i. Pelayanan rehabilitasi medik; 
j. Pelayanan farmasi; 
k. Pelayanan gizi; 
l. Pelayanan tranfusi darah 
m. Pelayanan pasien miskin (GAKIN) 
 7 
 
n. Pelayanan rekam medik 
o. Pengolahan limbah; 
p. Pelayanan administrasi manajemen; 
q. Pelayanan ambulance / kereta jenazah; 
r. Pelayanan pemulasaraan jenazah; 
s. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 
t. Pelayanan laundry; 
u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 
v. Pelayanan hemodialisa. 
Indikator dan capaian standar pelayanan minimal bidang rumah sakit dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 1.2 
Indikator dan Capaian Standar Pelayanan Minimal 
No Indikator 
Kondisi kinerja 
pada awal periode 
RPJMD 

















1 IGD :        
a. Kemampuan 
menangani life saving 
anak dan dewasa 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 b. Jam buka Pelayanan 
Gawat darurat 
24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 
 c. Pemberian pelayanan 
kegawatdaruratan yang 
bersetifikat ATLS / 
BTLS / ACLS / PPGD 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 d. Ketersediaan tim 
penanggulangan 
bencana 
satu tim satu tim satu tim satu tim satu tim satu tim satu tim 
 e. Waktu tanggap 
pelayanan Dokter di 
gawat darurat 
≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit ≤5 menit 
 f. Kepuasan pelanggan ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% 
 g. Kematian pasien ≤ 24 
jam 
≤ 6 per seribu ≤ 5 per 
seribu 
≤ 4 per 
seribu 
≤ 3 per 
seribu 
≤ 2 per 
seribu 
≤ 2 per 
seribu 
≤ 2 per 
seribu 
 h. Tidak adanya pasien 
yang diharuskan 
membayar uang muka 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2 Rawat Jalan        
 a. Dokter pemberi 
















 b. Ketersediaan Pelayanan a. Klinik Anak 
b. Klinik Penyakit 
Dalam Klinik 
Sdp + Klinik 
Autis 
Sdp Sdp Spd Spd Spd 
  c. Kebidanan 
d. Klinik Bedah  
e. Klinik Mata 
f. Klinik THT  
g. Klinik Kulit dan 





pada awal periode 
RPJMD 




















i. Klinik Syaraf 
j. Klinik Gigi dan 
Mulut 
k.  Klinik Ortopedi  
l.  Klinik 
Rehabiliitasi 
Medik 
m. Klinik DOTS 
 c. Ketersediaan Pelayanan 
pasien di RS Jiwa 






e. Mental retardasi 
f. Mental Organik 
Usia lanjut 
Sdp Sdp Sdp Sdp Sdp Sdp 
 d. Buka pelayanan sesuai 
ketentuan 08.00-13.00 
setiap hari kerja kecuali 
Jum’at 08.00-11.00 







Sdp Sdp Sdp Sdp Sdp 
( Sumber : Data dari Renstra RSUD 2016- 2021 ) 
Kinerja pelayanan yang dihasilkan pada tahun 2015 melalui indikator tingkat 
efisiensi penggunaan dan pengelolaan ruangan, yakni bed occupancy rate (BOR) 
58,64% (idealnya 60-85%), turn over interval (TOI) 1,25 hari (idealnya 1-3 hari), bed 
turn over (BTO) 7,41 kali (idealnya adalah 40-50 kali), average lenght of stay (ALOS) 










Dari pemaparan dan data yang telah disebutkan diatas, maka penulis ingin 
meneliti tentang implementasi pelayanan yang diberikan sebelum dan sesudah 
diterapkannya Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Surakarta. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 
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a. Bagaimana implementasi kualitas kinerja pelayanan RSUD Kota Surakarta 
sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Surakarta ? 
b. Bagaimana efektivitas diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 
setelah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum 
Daerah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk Tujuan Operasional 
Untuk mengetahui implementasi pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah 
2. Tujuan Individual  
Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas 
Hukum Jurusan Ilmu Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menerapkan 
dan mengembangkan gagasan dan daya kreativitas. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi RSUD Kota Surakarta 
sebagai bahan masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan dan 
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perbaikan pelayanan kedepannya agar lebih sesuai dengan ketetapan yang telah 
diatur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 
 
 
